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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Hasil Penelitian terdahulu 

Untuk memperkuat landasan teori dan konteks penelitian, penulis 

merujuk pada berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan, di antaranya 

adalah sebagai berikut: 

1. Saukani, 2020. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. 

Dengan judul penelitian “Implementasi Program badan Usaha Milik 

Desa (BUMDES) di Desa Murung Sari Kecamatan Amuntai Selatan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik 

Desa)”., Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 

implementasi faktor faktor yang menghambat, dan upaya yang 

dilakukan dalam mengatasi faktor faktor yang menghambat 

implementasi BUMDes tersebut. Penelitian ini menggunakan teori dari 

Donald Van metter dan Carn van Horn (Leo Agustino, 2016: 133 136) 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriftif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi program. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi Program tersebut belum terlaksana dengan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan yaitu ukuran 

kebijakan realistis cukup optimal. Tujuan kebijakan kurang optimal. 
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kedua, sumber daya yaitu sumber daya manusia kurang optimal, sumber 

daya finansial sudah optimal, sumber daya waktu sudah optimal. Ketiga, 

karakteristik agen pelaksana yaitu hubungan yang terjadi dalam 

birokrasi kurang optimal, struktur birokrasi kurang optimal. Keempat, 

sikap/kecenderungan agen pelaksana yaitu manipulasi insentif kurang 

optimal, respon implementor terhadap kebijakan cukup optimal. 

Kelima, komunikasi antar organisasi yaitu koordinasi kurang optimal, 

konsistensi kurang optimal. Keenam, lingkungan ekonomi, sosial, 

politik yaitu lingkungan ekonomi kurang optimal, sosial kurang optimal 

dan lingkungan politik sudah optimal. Faktor-faktor yang menghambat 

yaitu: Tujuan Kebijakan BUMDes yang tidak tercapai, Sumber daya 

manusia yang kurang profesional, Hubungan yang terjadi dalam 

birokrasi yang kurang efektif, Struktur birokrasi yang tidak berjalan 

baik, Tidak adanya manipulasi insentif, Koordinasi yang tidak berjalan 

dengan lancar, Tidak adanya Konsisten dari koordinasi yang dibuat, 

Tidak adanya pengaruh keberadaan BUMDes terhadap lingkungan 

ekonomi, tidak adanya pengaruh keberadaan BUMDes terhadap 

lingkungan sosial. Upaya yang dapat dilakukan yaitu: Di beri teguran 

dan peringatan untuk pengurus yang kurang amanah. 

2. Mahfuzah, 2021. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. 

Dengan judul penelitian ”Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2011 Tentang 

Pedeoman Dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa 

Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara 
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(Studi Kasus Pada Desa Padang Darat, Desa Murung Panggang, 

Dan Desa Rukam Hulu)”. BUMDes dikelola oleh sekolompok orang 

yang dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan 

memajukan perekonomian desa. Namun dalam pengelolaannya terdapat 

permasalahan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dalam 

menjalankan BUMDes, dan keterbatasan sumber daya Berdasarkan hal 

di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda 

Kabupaten HSU nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara 

Pembentukan BUMDes di desa Padang Darat, Murung panggang, dan 

Rukam hulu, Faktor faktor yang menghambat, dan upaya yang 

dilakukan dalam mengatasi faktor yang menghambat implementasi 

tersebut. Penelitian ini menggunakan teori dari Donald Van metter dan 

Carn Van Horn (Leo Agustino, 2016: 133-136) Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data dengan cara obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten HSU 

nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan 

BUMDes di desa Padang Darat, Murung Panggang, dan Rukam Hulu 

belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari: Pertama, sub 

variabel ukuran dan tujuan kebijakan dari indikator kejelasan ukuran 

kebijakan kurang optimal karena ketidak optimalan penyampaian 

informasi dari instansi yang bersangkutan, dan indikator tujuan 

kebijakan yang tidak tercapai disebabkan beberapa unit usaha tidak 

memiliki penghasilan sehingga tidak dapat membuat laporan tahunan. 
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Kedua, sub variabel sumber daya dari indikator sumber daya manusia 

kurang optimal sebab tidak adanya open recrutmen, dan indikator 

sumber daya finansial sudah optimal. Ketiga, sub variabel karakteristik 

agen pelaksana dari indikator hubungan yang terjadi dalam birokrasi 

kurang optimal, dan indikator struktur birokrasi kurang optimal. 

Keempat, sub variabel sikap atau kecenderungan para pelaksana dari 

indikator pemahaman pelaksana mengenai kebijakan kurang optimal, 

dan indikator respon implemantor terhadap kebijakan sudah optimal. 

Kelima, sub variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas 

pelaksana dari indikator koordinasi dengan instansi lain kurang optimal, 

dan indikator konsistensi pelaksana kurang optimal. Keenam, sub 

variable lingkungan ekonomi, sosial dan politik dari indikator kondisi 

lingkungan ekonomi kurang optimal, indikator kondisi lingkungan 

sosial kurang optimal, dan indikator lingkungan politik sudah optimal. 

B. Tinjauan Teoritis 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Menurut Muchlis Hamdi (2015:1) dalam buku Salim Al Idrus 

(2019:31), kebijakan publik merupakan salah satu output 

penyelenggaraan pemerintah, di samping pelayanan publik, barang 

publik, dan regulasi. Oleh karena itu, substansi dan proses kebijakan 

akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan, 

terutama dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem 

pemerintahan. 
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Menurut Chief J. O. Udoji dalam Sholichin Abdul Wahab 

(2016:15), kebijakan publik merupakan "a santioned course af action 

addressed to a particular problem or group of related problems that 

affect society at large" (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada 

suatu tujuan tertentu yang paling berkaitan dan mempengaruhi sebagian 

besar warga masyarakat). 

Menurut Thomas Dye dalam AG. Subarsono (2015:24), kebijakan 

publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak 

melakukan (public policy is whatever governments choose to do not to 

do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup 

sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang 

dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu 

masalah publik. 

Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung 

makna bahwa: 

1) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan 

organisasi swasta 

2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau 

tidak dilakukan oleh badan pemerintah 

Menurut James E. Anderson (1979:3), mendefinisikan Kebijakan 

Publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan - badan dan aparat 

pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat 

dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. 
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Arti pentingnya studi kebijakan publik memiliki tiga manfaat 

penting yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan 

profesionalisme praktisi, dan untuk tujuan politik (Dye 1981, Anderson, 

1979) 

1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Dalam konteks ini, ilmuwan dapat menempatkan kebijakan 

publik sebagai variabel terpengaruh, sehingga berusaha menentukan 

variabel pengaruhnya. Studi ini berusaha mencari variabel-variabel 

yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan publik. 

2) Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah-masalah 

publik 

Dengan mempelajari kebijakan publik para praktisi akan 

memiliki dasar teoritis tentang bagaimana membuat kebijakan 

publik yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan 

publik. Sehingga kedepan akan lahir kebijakan publik yang lebih 

berkualitas yang dapat menopangtujuan pembangunan. 

3) Berguna untuk tujuan politik 

Suatu kebijakan publik yang dibuat melalui proses yang benar 

dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap 

kritik dari lawan-lawan politik. Kebijakan publik tersebut dapat 

meyakinkan kepada lawan-lawan politik yang tadinya kurang setuju. 

Kebijakan publik seperti itu tidak akan mudah dicabut hanya karena 

alasan kepentingan sesaat dari lawan-lawan politik. 
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Menurut Sahya Anggara (2014), istilah kebijakan publik 

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu public policy. Kata 

policy ada yang menerjemahkan sebagai “kebijakan” dan ada pula 

yang menerjemahkan sebagai “kebijaksanaan”. Namun, istilah yang 

lebih sering digunakan adalah “kebijakan”, sehingga public policy 

diterjemahkan menjadi kebijakan publik. 

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan sebagai 

upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai 

beberapa maksud atau tujuan. Sedangkan publik diartikan sebagai 

negara atau pemerintah. 

a. Proses Kebijakan Publik 

Menurut Michael Howlett dan M. Ramesh dalam Subarsono 

(2015:13) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari 

lima tahapan yaitu: 

1) Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar 

suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah. 

2) Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses 

perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah. 

3) Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika 

pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak 

melakukan sesuatu tindakan. 

4) Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses 

untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil. 
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5) Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk 

memonitor dan menilai hasil atau kenerja kebijakan. 

b. Tingkatan Kebijakan Publik 

Menurut Deddy Mulyadi (2016:37-38), masalah publik dapat 

dibedakan ke dalam masalah procedural, yaitu berhubungan dengan 

bagaimana pemerintah diorganisasikan dan bagaimana pemerintah 

melakukan tugas-tugasnya. Dengan melihat definisi tersebut, maka 

pemahaman mengenai kebijakan publik dapat disimpulkan menjadi 

dua pembagian. Pembagian jenis kebijakan publik yaitu: 

1) Kebijakan publik menurut maknanya, bahwa kebijakan publik 

adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan 

atau dibiarkan. 

2) Kebijakan publik menurut bentuknya, peraturan tertulis dan 

peraturan tidak tertulis/konvensi. 

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan 

pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan 

peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang 

disebut sebagai konvensi. Contoh-contoh dari kebijakan publik ini 

yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan / Keputusan 

Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan / 

Keputusan Gubernur dan Peraturan / Keputusan Walikota / Bupati. 

Tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga), yaitu antara lain: 
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1) Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang 

mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan produk pendiri 

bangsa Indonesia, yang dapat direvisi hanya oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari 

seluruh rakyat Indonesia, 

2) Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk 

kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan 

menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun menyiratkan 

tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan 

legislatif bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang dibuat 

bersama antara eksekutif dan legislative ini adalah Undang-

Undang dan Peraturan Daerah; 

3) Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh 

eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif 

tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, 

karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat 

luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat 

sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Contoh 

kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan 

Pemerintah (PP), keputusan / peraturan Presiden (Keppres / 

Perpres), Keputusan / peraturan Menteri (Kepmen / Permen), 
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Gubernur, Keputusan / Peraturan Keputusan / Peraturan 

Walikota / Bupati. 

Kebijakan Publik, dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan, 

maksud dan tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memecahkan 

masalah atau mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu 

bersama yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu tidak 

semua masalah yang berkembang di masyarakat bias melahirkan 

satu kebijakan publik, hanya masalah publik yang dapat 

menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari 

solusi yang bisa menghasilkan suatu kebijakan publik. 

Menurut Nugroho dalam Arifin Tahir (2015:27) menegaskan 

bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di 

indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:  

1) Kebijkan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, 

yaitu: UUD 1945, UU / Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, dan Peraturan Daerah. 

2) Kebijkan publik yang bersifat (meso) atau menengah, atau 

penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan 

Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan 

Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula 

berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, 

Gubernur, dan Bupati dan Walikota. 
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3) Kebijkan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang 

mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di 

atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang 

dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, Gubernur, 

Bupati, dan Walikota. 

2. Implementasi Kebijakan Publik 

a. Pengertian Implementasi Kebijakan 

Menurut Dyah Mutiarin dan Arif Zainudin (2014:19), 

implementasi kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan 

keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, mengatur 

perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam 

masyarakat. 

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Abdul Wahab 

(1990:123), menjelaskan implementasi kebijakan sebagai berikut: 

"Di dalam mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti 

berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah 

suatu program di jalankan atau dirumuskan, yakni peristiwa-

peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses 

pengesahan kebijakan Negara, baik itu menyangkut usaha-usaha 

pengadministrasian maupun juga usaha-usaha untuk memberikan 

dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa". 

Menurut Sahya Anggara (2016:530), implementasi kebijakan 

secara sederhana dirumuskan oleh Wahab (1997:64) sebagai suatu 

proses melaksanakan keputusan kebijakan yang biasanya berbentuk 
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undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, 

perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Selanjutnya, Wahab juga 

mengemukakan pandangan Pressman dan Wildavsky yang 

menyatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan berkaitan 

langsung dengan kebijakan. Oleh karena itu, kajian implementasi 

kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama. 

Suatu kebijakan yang sudah dibuat tentu harus 

diimplementasikan, yang dalam kenyataannya, masih mengalami 

berbagai kendala. Masalah yang dihadapi sering tidak dapat 

diidentifikasi dengan benar, sehingga mengakibatkan implementasi 

suatu kebijakan mengalami kegagalan. Untuk menghindari hal 

tersebut, diperlukan analisis kebijkan untuk merumuskan suatu 

kebijakan. 

b. Pendekatan Implementasi Kebijakan 

Menurut Leo Agustino (2016:130-131),Perkembangan studi 

implementasi kebijakan telah memasuki generasi ketiga, di mana 

generasi pertama memperkenalkan pendekatan top-down. 

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan 

dimulai dengan keputusan yang dibuat oleh pemerintah sehingga 

pelaksanaannya pun bersifat tersentralisasi. Atau dalam kata lain, 

pendekatan top-down bertitik-tolak dari perspektif bahwa 

keputusan-keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh aktor 

pembuat keputusan harus dilaksakan oleh para aparatur, 

administrator, atau birokrat di semua tingkatan terutama pada tingkat 
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bawah. Maka tidak heran apabila Lester & Stewart Jr. (2000: 108) 

menamakan pendekatan ini dengan istilah the command and control 

approach (pendekatan kontrol dan komando). Di mana inti 

pendekatan ini adalah hendak menjelaskan sejauh mana tindakan 

para pelaksana (aparatur, administratur, dan birokrat) melaksanakan 

konten kebijakan sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah 

digariskan dalam kebijakan atau oleh aktor kebijakan di tingkat 

pusat. 

Generasi kedua perkembangan teori implementasi kebijakan 

memperkenalkan pendekatan bottom-up atau dalam istilah Lester & 

Stewart Jr. (2000: 108) dinamakan the market approach (pendekatan 

pasar) sebagai respon atas pendekatan top-down. Para penggagas 

pendekatan ini menolak gagasan bahwa kebijakan ditentukan di 

tingkat pusat dan pelaksanaan harus tetap berpegang pada tujuan ini 

seketat mungkin. Mereka berpendapat bahwa untuk menyelesaikan 

masalah publik sebaiknya dimulai dari "bawah' yang menegenal dan 

memahami konteks masalah yang dirasakan oleh mereka. 

Generasi ketiga, memperkenalkan pendekatan hibrid atau 

pendekatan campuran (antara pendekatan top-down dengan 

pendekatan bottom-up). Pendekatan ini awalnya dikembangkan oleh 

Richard Elmore (Pulzl & Treib 2007) seorang simpatisan 

pendekatan top-down yang merasa gundah dengan kelemahan dua 

pendekatan yang ada. Oleh sebab itu, ia menggabungkan forward-

mapping dengan backward-mapping yang intinya adalah para 
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pembuat kebijakan harus mulai mempertimbangkan instrumen 

kebijakan dan sumber daya yang tersedia untuk perubahan kebijakan 

(forward-mapping) dan juga harus mengetahui struktur insentif 

pelaksana dan kelompok sasaran (backward-mapping). 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Faktor yang mempengaruhi proses implementasi suatu 

kebijakan adalah kondisi sosial, ekonomi, perhatian pers terhadap 

masalah kebijakan, dukungan politik, sikap dan sumber daya 

kelompok sasaran dan dukungan kewenangan. Sedangkan daya 

dukung peraturan yang mempengaruhi proses implementasi adalah 

teori kausal yang memadai, sumber kejelasan / konsistensi tujuan, 

kewenangan yang mencukupi, integrasi organisasi pelaksana, 

diskreasi pelaksana. Rekruitmen dari pejabat pelaksana dan akses 

formal pelaksana ke organisasi. Apabila kita ingin megetahui 

kebijakan yang diterapkan, kegagalan atau keberhasilan bisa diukur 

oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi suatu 

kebijakan. 

Menurut Merilee S. Grindle, yang mempengaruhi kinerja atau 

keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh 

variabel-variabel berikut: 

1) Isi Kebijakan (Content of Policy) 

Menurut Grindle (dalam Nugroho, 2014), isi kebijakan 

merupakan variabel pertama yang menentukan sejauh mana 

sebuah kebijakan dapat dilaksanakan. Dalam konteks PP No. 
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11 Tahun 2021 tentang BUMDes, isi kebijakan mencakup 

beberapa aspek penting: 

a) Kepentingan yang Terpengaruhi (Interests Affected): 

Sejauh mana kepentingan pengurus BUMDes dan 

masyarakat Desa Buntu Karau terakomodasi dalam 

aturan baru ini. 

b) Tipe Manfaat (Type of Benefits): Apakah kebijakan ini 

memberikan manfaat nyata (seperti status badan hukum 

dan akses permodalan) atau justru dianggap membebani 

secara administratif. 

c) Derajat Perubahan yang Diinginkan (Extent of Change 

Envisioned): Seberapa besar perubahan yang diminta 

oleh PP ini, misalnya perubahan dari BUMDes unit 

usaha biasa menjadi entitas hukum formal. 

d) Letak Pengambilan Keputusan (Site of Decision 

Making): Di mana keputusan strategis diambil, apakah 

berpusat di Pemerintah Desa atau memberikan otonomi 

penuh kepada pengurus BUMDes. 

e) Pelaksana Program (Program Implementors): Siapa 

yang ditunjuk untuk menjalankan aturan ini di lapangan 

(apakah pengurus BUMDes memiliki kapabilitas yang 

sesuai). 

f) Sumber Daya yang Dikerahkan (Resources Committed): 

Ketersediaan anggaran dan dukungan fasilitas untuk 
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mendukung transformasi BUMDes menjadi badan 

hukum. 

2) Konteks Implementasi (Context of Implementation) 

Variabel kedua menurut Grindle adalah lingkungan atau 

konteks di mana kebijakan tersebut dijalankan. Hal ini 

sangat menentukan apakah sebuah kebijakan akan diterima 

atau ditolak oleh aktor di lapangan. Aspek yang diukur 

meliputi: 

a. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang 

Terlibat (Power, Interests, and Strategies of Actors 

Involved): Dalam implementasi di Desa Buntu Karau, 

faktor ini melihat bagaimana pengaruh Kepala Desa, 

Ketua BUMDes, dan tokoh masyarakat dalam 

mendukung atau menghambat aturan baru tersebut. 

b. Karakteristik Lembaga dan Rejim yang Berkuasa 

(Institution and Regime Characteristics): Bagaimana 

budaya kerja di Pemerintah Desa Buntu Karau dan 

birokrasi di Kecamatan Juai dalam merespons perintah 

dari pusat. Jika lembaga tersebut terbuka pada 

perubahan, maka implementasi akan lebih mudah. 

c. Tingkat Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana 

(Compliance and Responsiveness): Sejauh mana para 

pelaksana patuh terhadap prosedur pendaftaran badan 
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hukum dan seberapa cepat mereka merespons perubahan 

aturan yang ada dalam PP No. 11 Tahun 2021. 

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam 

Agustino, 2017), terdapat enam variabel yang membentuk ikatan 

antara kebijakan dan kinerja implementasi: 

1) Standar dan Sasaran Kebijakan 

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan 

implementasi dimulai dari sejauh mana standar dan sasaran 

kebijakan ditentukan secara jelas. Standar dan sasaran harus 

dipahami oleh para pelaksana (Pengurus BUMDes Jaya 

Bersama). Jika sasaran PP No. 11 Tahun 2021 (seperti 

kewajiban sertifikasi badan hukum) bersifat kabur, maka 

akan terjadi kegagalan dalam pencapaian kinerja. Dasar ini 

penting untuk menentukan apakah output yang dihasilkan 

sudah sesuai dengan apa yang dirancang dalam peraturan 

tersebut. 

2) Sumber Daya 

Sama halnya dengan teori lainnya, Van Meter dan Van Horn 

menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sangat 

tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya 

yang tersedia. Sumber daya ini meliputi: (1) Sumber daya 

manusia (pelaksana yang kompeten dalam administrasi 

BUMDes), dan (2) Sumber daya finansial atau insentif (dana 

desa untuk penyertaan modal atau honor pengurus). Tanpa 
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dukungan sumber daya yang memadai, sasaran kebijakan 

hanya akan menjadi dokumen di atas kertas. 

3) Karakteristik Organisasi Pelaksana 

Variabel ini berkaitan dengan agen atau lembaga yang 

bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Dalam 

penelitian Anda, yang dilihat adalah karakteristik BUMDes 

Jaya Bersama dan Pemerintah Desa Buntu Karau. Aspek 

yang dinilai meliputi struktur birokrasi, norma-norma yang 

berlaku, serta pola hubungan antara pengurus BUMDes 

dengan Pemerintah Desa. Organisasi yang memiliki struktur 

kerja yang solid dan hubungan koordinasi yang baik dengan 

kecamatan akan cenderung lebih sukses 

mengimplementasikan PP No. 11 Tahun 2021. 

4) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Penguatan 

Implementasi yang efektif membutuhkan koordinasi yang 

baik antar instansi. Komunikasi bukan hanya sekadar 

penyampaian informasi, tetapi juga bagaimana koordinasi 

dilakukan antara Dinas PMD Kabupaten Balangan, Pihak 

Kecamatan Juai, dan Pemerintah Desa Buntu Karau. 

Aktivitas penguatan (seperti bimbingan teknis atau pelatihan 

pengelolaan BUMDes) menjadi kunci agar semua pihak 

memiliki pemahaman yang seragam mengenai aturan baru 

tersebut. 

5) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik 
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Variabel ini melihat sejauh mana lingkungan eksternal 

mempengaruhi implementasi. Dalam konteks BUMDes di 

Buntu Karau, faktor yang berpengaruh antara lain: (1) 

Kondisi ekonomi desa (apakah potensi usahanya 

mendukung), (2) Kondisi sosial masyarakat (apakah warga 

mendukung keberadaan BUMDes), dan (3) Kondisi politik 

lokal (dukungan politis dari Kepala Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa/BPD). 

6) Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana 

Variabel terakhir ini mencakup tiga hal penting: (1) Kognisi, 

yaitu pemahaman pelaksana terhadap kebijakan; (2) Arah 

respons mereka (menerima atau menolak perubahan status 

BUMDes); dan (3) Intensitas respons tersebut. Jika pengurus 

BUMDes merasa aturan baru dalam PP No. 11 Tahun 2021 

terlalu rumit tanpa ada manfaat langsung bagi mereka, maka 

kecenderungannya mereka akan menunjukkan penolakan 

atau bekerja setengah hati. 

Menurut menurut George C. Edwards III (Drs. AG Subarsono, 

Msi, MA, 2015:91-92), yang mempengaruhi kinerja kebijakan 

publik tersebut, adalah: 

1) Komunikasi 

Menurut teori/model implementasi kebijakan dari Edward III 

bahwa komunikasi merupakan aspek pertama-tama harus ada 

agar pelaksanaan sutu kebijakan publik efektif. Komunikasi 
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yang dimaksudkan oleh Edward III ini adalah berkenaan dengan 

bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi publik 

dan terutama masyarakat sebagai pemangku kepentingan. 

Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika 

terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan / 

program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat 

umum. Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari 

kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat 

menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan 

tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi 

pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan maka akan 

mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam 

mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. 

Menurut Edward III ada tiga hal penting dalam dimensi 

komunikasi ini yaitu (1) transmisi yaitu cara informasi 

disampaikan kepada publik, (2) kejelasan informasi yang 

disampaikan, dan (3) konsisten pelaksanaan dari kebijakan yang 

diinformasikan itu. 

 

 

2) Sumber daya 

Syarat berjalannya suatu pemerintahan adalah kepemilikan 

terhadap sumberdaya. Implementasi kebijakan tidak akan efektif 

jika para implementor kekurangan sumber daya yang penting 
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untuk melaksanakan kebijakan. Pentingnya sumberdaya dalam 

implementasi kebijakan mendapat perhatian dari Edward III 

yang menyatakan “kurangnya sumberdaya akan berakibat 

ketidakefektifan pelaksanaan/penerapan kebijakan. Sumberdaya 

yang dimaksud mencakup terutama adalah (1) sumberdaya 

manusia, dan (2) sumberdaya finansial.” Sumberdaya manusia 

berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas 

implementor/pelaksana kebijakan; Sedangkan sumberdaya 

finansial menyangkut ketersediaan atau kecukupan dana untuk 

sebuah kebijakan, termasuk sarana dan prasarana untuk 

pelaksanaan kebijakan tersebut. 

3) Disposisi  

Menurut teori dari Edward III bahwa jika para 

implementor/pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan 

tertentu, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan; tetapi ketika sikap atau 

pandangan para pelaksana berbeda dengan sipembuat kebijakan 

maka proses akan pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi 

kompleks. Berkenaan dengan hal tersebut maka menurut 

Edward III disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan 

faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi - konsekuensi 

penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Disposisi ini 

berkenaan dengan kesediaan / komitmen, konsistensi dan 

kejujuran dari para implementor / pelaksana untuk 
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melaksanakan kebijakan dengan baik dan benar, serta tingkat 

demokrasi dalam pelaksanaannya. 

4) Struktur Birokrasi  

Struktur birokrasi menurut Edward III merupakan faktor penting 

ke empat dalam implementasi kebijakan publik. Struktur 

birokrasi ini mencakup dua aspek penting yaitu (1) mekanisme 

atau standar prosedur pelaksanaan (standard operating procedur 

atau SOP), dan (2) struktur organisasi atau pembagian kerja. 

Dikatakan oleh Edward III, bahwa para pelaksana kebijakan 

mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan 

mereka juga memiliki sikap dan sumber daya yang cukup untuk 

melaksanakan kebijakan itu, tetapi mereka mungkin akan 

terhambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi 

yang menonjol, yaitu standar prosedur pelaksanaan (SOP) dan 

pembagian kerja. Menurut Edward III bahwa SOP yang baik 

mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistimatis, tidak 

berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi 

acuan dalam bekerjanya implementor/pelaksana kebijakan. 

Pemilihan teori George C. Edwards III dalam penelitian ini 

didasarkan pada kesesuaian variabelnya yang sangat operasional dan 

sistematis untuk membedah fenomena transisi regulasi pada 

BUMDes Jaya Bersama. Pertama, melalui variabel Komunikasi, 

teori ini memungkinkan peneliti mengukur efektivitas penyampaian 

informasi mengenai status badan hukum dalam PP No. 11 Tahun 
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2021 dari Pemerintah Kabupaten Balangan hingga ke pengurus di 

Desa Buntu Karau agar tidak terjadi distorsi informasi. Kedua, 

adanya variabel Sumber Daya sangat relevan untuk mengevaluasi 

kecukupan kompetensi SDM dan sarana teknologi yang dimiliki 

BUMDes dalam menghadapi perubahan sistem administrasi yang 

kini berbasis digital. 

Variabel Disposisi menjadi instrumen penting untuk 

mengungkap bagaimana sikap, komitmen, dan penerimaan 

psikologis pengurus BUMDes serta Pemerintah Desa terhadap 

beban tanggung jawab baru yang diatur dalam regulasi tersebut. 

Terakhir, melalui variabel Struktur Birokrasi, peneliti dapat 

menganalisis sejauh mana pembagian kerja dan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di internal BUMDes Jaya Bersama telah disesuaikan 

untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan secara efektif. 

Dengan demikian, model Edwards III menyediakan kerangka kerja 

yang komprehensif namun sederhana untuk mengidentifikasi faktor 

penghambat dan pendukung implementasi kebijakan secara 

mendalam di lokasi penelitian. 

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

a. Pengertian Desa 

 Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat 

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa 
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adalah keanekaragaman, partisipasi, otonmi asli, demokrasi dan 

pemberdayaan masyarakat. (David Wijaya, 2018) 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarakan asal usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam 

pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, 

otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat 

istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara 

lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat 

desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kontrit. 

Menurut Widjaja bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul 

yang bersifat istimewa. 

Maka bisa disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan 

masyarakat yang memiliki adat dan asal usul yang sama diakui oleh 

Negara dan menjalankan pemerintahannya secara otonom. 

b. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah, didirikan antara lain dalam rangka 

peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Jika pendapatan asli 
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desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan 

mendorong setiap pemerintahan desa untuk mendirikan badan 

usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroprasi di 

pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga 

ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja 

BUMDes dapat memberika kontribusi yang signifkan terhadap 

peningkatan kesejahteraan warga desa. 

Sedangkan menurut Manikam, Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola 

masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan 

potensi desa. 

Maka bisa disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan 

usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan 

dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan 

memajukan perekonomian desa dengan terstruktur dan 

termanajemen. 

Tiga fokus utama BUMDes adalah ekonomi, efektivitas dan 

efisiensi (3E). efektivitas menunjukkan tingkat pencpaian dari 

sasaran dan tujuan. Ekonomi berfokus pada biaya yang paling 

efektif memperoleh sumber daya (manusia, material, mesin dan 

uang). Efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya terbaik. 

c. Jenis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
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1) BUMDes fokus menjalankan bisnis sosial/pelayanan publik 

(BUMDes Bersifat Serving) 

2) BUMDes yang bersifat penyimpanan dana (Banking) 

3) BUMDes yang berfokus pada bidang penyewaan (Renting) 

4) Jenis BUMDes berupa Lembaga perantara yang 

menghubungkan anatara satu pihak dan pihak lainnya yang 

memiliki tujuan yang sama (Brokering) 

5) BUMDes yang fokus usahanya dalam produksi dan berdagang 

barang-barang tertentu (Trading) 

6) BUMDes yang fokus pada sebuah unit dari unit-unit usaha 

yang ada di desa, dimana setiap unit yang berdiri sendiri 

(Holding) 

d. Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Berdasarkan undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 

tentang desa, fungsi BUMDes yaitu: 

1) Sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain 

sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa. 

2) Sebagai lembaga sosial yang harus berpihak kepada 

kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam 

penyediaan pelayanan sosial. 

3) Sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas 

kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, 
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dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan 

mengurangi pengangguran di desa. 

e. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 

Peraturan mengenai pendirian badan usaha milik desa 

(BUMDes) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan 

yaitu sebagai berikut: 

1)  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

daerah pasal 213 Ayat (1). 

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 

sampai 90 Ayat (1) dan Ayat (2). 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa 

Pasal 132 sampai Pasal 142. 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

Pasal 78 sampai 81. 

5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang 

Badan Usaha Milik Desa. 

6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Tranmigrasi Repubik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang 

Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah desa Pasal 88 dan Pasal 89. 

7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan 

Usaha Milik Desa. 
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8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. 

9) Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 

Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, 

Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang 

Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik 

Desa Bersama. 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah bagian dari suatu alur pemikiran seseorang 

terhadap apa yang sedang dipahaminya untuk dijadikan sebagai acuan 

dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti secara logis dan 

sistematis. 

Berdasarkan data terkini tahun 2025 dan awal 2026 dari Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3A P2KB PMD) Kabupaten 

Balangan, dari 21 desa di Kecamatan Juai, terdapat beberapa desa yang 

memiliki BUMDes dengan status aktif beroperasi secara konsisten. Desa 

yang mempunyai masalah dalam pelaksanaan BUMDes seperti Desa Buntu 

Karau dan 18 desa lainnya.  

Agar penelitian tidak melebar dari pembahasan maka dibuat kerangka 

pemikiran yang digunakan sebagai landasan penelitian. Dengan di 

terbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan 

Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2021 Tentang 
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Badan Usaha Milik Desa di harapkan desa lebih terarah dalam 

pengembangan Badan usaha yang desa miliki. Ada beberapa hal pokok yang 

menjadi landasan berpikir dalam penelitian ini. Teori yang penulis pakai 

yaitu teori menurut George C. Edwards III (Drs. AG Subarsono, Msi, MA, 

2015:91-92) yang memuat empat variabel yakni: 

1. Komunikasi 

2. Sumber Daya 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

Berdasarkan hal tersebut, dapat diajukan kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 
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Kerangka Pemikiran 

  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang 

Badan Usaha Milik Desa 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 07 Tahun 2023 Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 

George C. Edwards III (Drs. AG 

Subarsono, Msi, MA, 2015:91-

92) Implementasi kebijakan 

dipengaruhi empat variabel 

yakni: 

1. Komunikasi 

2. Sumber Daya 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

 

Faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik 

Desa (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa Jaya Bersama Buntu Karau 

Kecamatan Juai Kabupaten Balangan). 

 

Fenomena Masalah: 

1. Minimnya pendaftar 

menyebabkan beberapa pengurus 

ditunjuk langsung sehingga 

pengurus masih memerlukan 

proses penyesuaian dalam 

menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya. 

2. Pelaksanaan administrasi dan 

pelaporan belum sepenuhnya dan 

pergantian kepengurusan pada 

awal tahun 2026. 

3. Pengurus yang baru masih 

memiliki pemahaman yang 

terbatas terhadap ketentuan 

Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. 

Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Badan Usaha Milik 

Desa Jaya Bersama Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan). 
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